
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GRESll{ 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESH( 

NOMOR I;;' TAHUN 2020 

TENTANG 

MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESH( 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GRESH(, 

a. bahwa untuk peningkatan kualita s pelayanan public sccorn 

berkelanjutan, diperlukan pen gelolaan pelayrurnn publik 

terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayana n 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daera h/Ba dan Usal10 

Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah/swasta pad a s a tu 

tempat; 

b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelaya nan 

public yang cepat, mudah, terjangkau, aman, da n 

nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelaya na n 

publik pada Mal Pelayanan Publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima na 

huruf a ., dan huruf b, serta dengan mengacu pada 

ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan 

Publik di Kabupaten Gresik; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lemba ra n 

N,~g?ra Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaim a n a 

telah diubah beberapakali terakhir den gan . Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kata Praja Surabaya clan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

Negara Republik 

244), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 N~mor 215); 



Menetapkan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402); 

8 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221) ; 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK 

DI KABUPATEN GRESIK. 
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dolam Pcratumn ini yang dimaksud dengan : 

1. Dacroh adalah Kabupate n Gresik. 

2. Bupali adalah Bupati Grcsik. 

3. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Grcsik. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gresik. 

5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP 

adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas 

penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa 

dan/ a tau pelayanan administrasi yang merupakan 

perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat 

maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam 

rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, 

terjangkau, aman, dan nyaman .. 

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan a tau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik. 

8. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 

satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang 

berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk 



berdasarkan Undang-Unda ng untuk kc gin ton 

pelayanan publik, dan badan hukum la in ynng 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayan a n 

publik. 

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu diselenggarakan pa da satu tempat 

yang meliputi berbagai jenis pelaya nan yang m em iliki 

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

10. Pelayanan Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usa ha 

Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan 

oleh Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik 

Daerah. 

11. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung 

kelancaran penyelenggaraa n MPP. 

BAB II 

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN 

PasaJ 2 

MPP dilaksanakan dengan prinsip : 

a. keterpaduan; 

b . berdaya guna; 

c . koordinasi; 

d . akuntabilitas; 

e . aksesibilitas; dan 

f. kenyamanan. 

Pasal 3 

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan 

berbagai pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan 

publik di daerah, baik instansi Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Sadan 

Usaha Milik Daerah, dan unit layanan pendukung lainnya 

dalam satu lokasi atau gedung yang sama. 

Pasal 4 

Tujuan dibentuknya MPP adalah: 

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 

keamanan, dan kenyamanan kepada masya rakat dalam 

mendapatkan pelayanan; dan 
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b. meningkatkan daya saing glolml dnlnm m mhcrlknn 

kemudahan berusoha di dncrnh . 

BADlll 

PENYELENGGARAAN MPP 

Baginn Kcsntu 

Pcnyclen ggnrn 

Posnl 5 

(1) MPP di Daerah diselenggnrakon olch DPMJYrSP. 

(2) Dalam rangka penyclcngguroun MPP s ~bnguimnnn 

dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP mcnycdioknn gcdunR 

dan sarana prasarana/fosititas scrla bcrtanggung jawnb 

atas pcmeliharaan don pcrnwalan gcdung dun snrnnn 

prasarana/fasilitas MPP. 

(3) Dalam rangka pcngelolaa n MPP, DPMPTSP rncnctupkon 

ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi olch 

pihak-pihak yang bergabung dalam MPP. 

(4) Ruang lingkup MPP meliputi : 

a. pelayanan pcrizinan d a n non perizinan yang mcnjudi 

kewenangan Pemerintah Pusat dun Pcmcrintah 

Daerah;dan 

b. pelayanan Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha 

Milik Daerah/ swasta. 

Sagian Kedua 

Lokasi 

Pasal 6 

Lokasi MPP Daerah di Gedung DPMPTSP. 

Sagian Ketiga 

Pemberi Layanan 

Pasal 7 

(1) Pemberi layanan pada MPP terdiri dari : 

a. Perangkat Daerah di Daerah · , 

b . Perangkat Daerah Provinsi J awa Timur· , 

c. Instansi Pemerintah Pusat di Daerah· , 
d. Sadan Usaha Milik Negara; 
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e . Sadan Usaha Milik Daerah; 

f. Swasta; dan 

g. Unit layanan pendukung lainnya. 

(2) Sergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Do.erah lainnya, 

Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usah a Milik 

Daerah/Swasta dituangkan dalan nota kesepakatan; 

(3) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) 

ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama antara 

DPMfYl'SP dengan pihak pemberi layanan dala m rangka 

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk 

penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana 

prasarana/ fasilitas. 

Pasal 8 

(1) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat melakukan 

publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam 

rangka pemanfaatan MPP. 

(2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, 

Pemeritah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggung 

jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Sumber Daya Manusia 

Pasal 9 

(1) Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing perangkat 

Daerah/instansi yang memberikan pelayanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perbantuan te naga untuk suatu pelayanan dalam MPP 

. dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing

dengan keten tuan masing pihak sesuai 

perundang-undangan. 
pemtuml} 
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Bagjan K lima 

Waktu Pchwatmn 

P.'l. nl 10 

( J J Woks i , 1 ·nnnn ocir:tloh . l~ 11i l>""rikut: 

mpm dc-n " n t • ri Kmnt. : 

U • mt).; t drn lfl t. JO Hl, don 

h l fon h nHn • 

J 1 lll 08. ! ,mr,:u d n . n 11 .00 IB hlsmjutknn 

J ukul 13 .00 ~ 1l . mpai d n n I \VHl 

( ) Wn tu ln ·nnnn bn oim. nn dunnk! id I ·ui. ' \ 

(I) dnpot d1tAmbnh 

cnmdnng•undot1ftnt1 • ou bijokrm mn n . 

mn, ing uni lA_ n_nnn drn a n rl bih dohulu 

mcndnpatkan per tuju n d fl K pal DP H 

(3) OaJam pcnycl nE;gamAn tdnk 

di rlnkuk:in jam L t1mlrnl la ·nnnn, n mun cl nt 

di lakuknn ngurnn a n pc&u n pcl ·on n untuk 

bcr ontiRn i. 1rnhat. 

Ba an K nn m 

P mbin ·nnn 

(1) Bin o 

PoSlll 1 l 

In k on . n Ml P d i 

P nd p t n dnn 8 1 nju 

ink n pt dn AnAAn u, 

h m l lui O ktunen 

P lok no n An r n PMl P. 

(2) Bio o pct ksnn n n --b 

terdiri dnri : 

1m n dimnk ud 

o . p n. dinnn t I pon , n ir, li t rik d n intern t; 

b. pen I lnnn g dun ; dn n 

pen , :-dioan ran d n pm , rnn ~ t rnd r . • u 1 

tnndnri · s i pc 11 tun k ·rjn. 

(3) Seluin Anggara n blny l pel k an t tn si·b ,,. im nn 

dima ks ud p dn a ·nt ( ) menjadi beban d n t nggung 

jawa b mnsJng•m t in g Pe n , •lt:n ggaro Pel . an n Publik 

ses ua i tu gas d nn f un g i. 



  BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 12 

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP 

dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 13 Maret 2020 

BUPATI GRESIK, 

 

     Ttd.  

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 13 Maret 2020 

 

    Plh. SEKRETARIS DAERAH 

        KABUPATEN GRESIK, 

 

  Ttd.  

 

Drs. NADLIF, M.Si. 

       Pembina Utama Muda 

   NIP. 19610926 198603 1 008 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 6 

 

 


